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RINGKASAN 

 

KEWENANGAN  NOTARIS  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  

ATAS AKTA YANG DI BUATNYA 

 

Oleh : 

Sa’adiyah Nur Hizrah, M. Hadin Muhjad 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 106 Halaman 

 

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti 

ataupun tidak mengetahui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh notaris, termasuk 

akta- akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris. Tugas dan wewenang notaris erat 

hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatandan juga ketetapan-

ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan 

jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar 

para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris 

diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk 

membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan 

dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat 

untuk melayani Masyarakat. Pengabdian jabatan notaris berkaitan dengan pelayanan 

kepada masyarakat atau klien secara mandiri. Notaris dalam menjalankan profesinya, 

sangat di anjurkan mampu memberikan jasa atau pelayanan tidak hanya dibidang 

kenotariatan dan ilmu hukum. Diharapkan tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh 

kewenangan notaris tersebut. jadi notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan 

dalam memberikan pelayanan agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang 

terkait. 

Potensi konflik atau sengketa dapat disebabkan dengan adanya perbedaan 

perspektif atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah 
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satu faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi adalah aturan hukum yang berlaku 

atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang 

lengkap, belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. 

Penyelesaian konflik dapat dilakukan secara non litigasi yang melibatkan Notaris 

sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa akta yang pernah dibuatnya, dalam 

hal ini permasalahannya bukan pada akta otentik namun masalahnya terletak pada 

salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, para pihak yang terlibat memilih dan 

menunjuk Notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan 

dengan perdamaian. penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam 

menyelesaikan masalah terkait penerapan fungsi Notaris yang ditunjuk sebagai 

mediator, serta menjadi rujukan bagi pihak yang mengalami permasalahan serupa. 

Secara yuridis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam harmonisasi atau 

pembaruan peraturan perundang-undangan terkait fungsi Notaris yang ditunjuk 

sebagai mediator dalam penyelesaian masalah para pihak. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal 

research) yang memfokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma 

dalam hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi 

yang bersangkutan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak 

dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan notaris sebagai media 

dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnnya tidak ada secara eksplisit 

bahwa notaris dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah akta yang telah 

dibuatnya, dengan peraturan yang ada yaitu adanya kewajiban notaris untuk 

penyuluhan hukum maka hal ini dapat menjadi dasar bahwa notaris dapat menjadi 

media dalam penyelesaian masalah, namun dengan adanya kekaburan ini kekhawatiran 

dalam konflik kepentingan yang mana akan berdampak pada implikasi hukum yang 

akan dibuat oleh notaris itu sendiri dalam menjadi mediator dalam sebuah 
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permasalahan. Maka dengan membuat atau perumusan baru dalam peraturan jabatan 

notaris yang mana notaris dapat menjadi mediator serta mengatur alur penyelesaian 

masalah dalam akta dan memberikan ruang juga untuk pengembangan profesi untuk 

mengemban tugas pelayanan dalam Masyarakat, sehingga Masyarakat yang menunjuk 

notaris sebagai mediator dapat melakukannya secara professional karena ada aturan 

yang pasti dan jelas. 
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KEWENANGAN  NOTARIS  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  

ATAS AKTA YANG DI BUATNYA 

 

Oleh : 

Sa’adiyah Nur Hizrah, M. Hadin Muhjad 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 106 Halaman 

 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Penyelesaian Sengketa, Akta, Mediator  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris yang ditunjuk sebagai 

mediator dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya oleh para pihak yang 

sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dan menganalisa 

implikasi yang terjadi jika notaris yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian 

sengketa atas akta yang dibuatnya 

Berdsasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan notaris sebagai 

media dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnnya tidak ada secara 

eksplisit bahwa notaris dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah akta 

yang telah dibuatnya, dengan peraturan yang ada yaitu adanya kewajiban notaris untuk 

penyuluhan hukum maka hal ini dapat menjadi dasar bahwa notaris dapat menjadi 

media dalam penyelesaian masalah, namun dengan adanya kekaburan ini kekhawatiran 

dalam konflik kepentingan yang mana akan berdampak pada implikasi hukum yang 

akan dibuat oleh notaris itu sendiri dalam menjadi mediator dalam sebuah 

permasalahan. Maka dengan membuat atau perumusan baru dalam peraturan jabatan 

notaris yang mana notaris dapat menjadi mediator serta mengatur alur penyelesaian 

masalah dalam akta dan memberikan ruang juga untuk pengembangan profesi untuk 

mengemban tugas pelayanan dalam Masyarakat, sehingga Masyarakat yang menunjuk 

notaris sebagai mediator dapat melakukannya secara professional karena ada aturan 

yang pasti dan jelas. 
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